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Abstrak 
Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban 
sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi Hadhanah merupakan tidak memenuhi 
atau lalai terhadap kewajibannya melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, atau yang 
sudah besar tetapi belum mumayyiz. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan 
pendekatan penelitian adalah: Normatif Yuridis. Sumber data penelitian adalah wawancara 
dengan Instansi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Hasil penelitian ini adalah 
Mengenai sanksi Pengadilan Agama hanya bersifat pasif. upaya pencegahan wanprestasi yang 
dilakukan hakim Pengadilan Agama Makassar terhadap pemberian hadhanah dalam perkara 
cerai talak yaitu dikenakannya denda.  Implikasi penelitian adalah Agar kiranya hakim harus 
bersifat aktif dalam memberikan sanksi, agar kiranya setelah adanya denda orang tua lebih 
sadar akan tanggungjawabnya.. 
Kata Kunci: Cerai Talak, Hadhanah, Mumayyiz, dan Wanprestasi.  
Abstract 
The auditors are not in compliance or default in carrying out their obligations as promised. 
Hadhanah's conviction is neither a fulfillment nor a neglect of her obligation to care for a 
young child, or an adult but not yet young. This method of research is field research, and the 
research approach is: Juridical Norms. The source of the research data is an interview with 
the Institution in Makassar Class 1A Religious Court. Concerning the sanctions of the 
Religious Court is only passive . The result of this study was the attempt to prevent the trial 
conducted by a Makassar Religious Court judge on the giving of hadhanah in the matter of 
divorce as a penalty. The implication of this study is the judge must be proactive in giving the 
sanction, that in order for the parents to be financially aware of their responsibilities. 
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A. Pendahuluan  
Islam mendorong untuk membentuk keluarga, dan mengajak manusia untuk hidup dalam 
naungan keluarga, karena keluarga sebagai pemenuhan keinginan manusia, tanpa 
menghilangkan kebutuhannya.1 
Pernikahan merupakan Sunnatullah yang berlaku umum pada semua makhluknya, baik 
pada manusia, hewan, maupun pada tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu yang dipilih 
Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan 
hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan 
peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri.2  Kata 
“Nikah” sendiri dipergunakan untuk arti persetubuhan (Coitus), Juga untuk arti akad 
Nikah.3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah, dan rahmah.4 
Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan 
kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-
tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.5  Kebahagiaan dalam 
pernikahan merupakan sesuatu hal yang diinginkan oleh setiap pasangan. Akan tetapi 
setelah pernikahan masalah yang tidak diingikan bermunculan dan ini menjadi ujian 
dalam rumah tangga yang seringkali berdampak besar, bahkan berdampak kepada 
perpisahan.  
Tentunya ketika Islam yang menyatukan maka Islam pulalah yang memisahkan. Ketika 
perpisahan menjadi langkah terakhir untuk menyelesaikan permasalahan di dalam rumah 
                                                   
1Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga Pedoman Keluarga dalam Islam  (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2012), 
h. 23.  
2Thahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 
2012), h.12. 
3Abdul Rahmah Ghozali, Fikih Munakahat (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 7. 
4H.Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 
1995), h.114. 
5Sayyid Sabiq, Fih al-Sunnah (Cet. IV; Bairut: Dar al-Fikr, 1983), h.5. 
Sanksi Mengenai Wanprestasi Terhadap Pemberian Hadhanah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus 




QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020 | 33 
tangga maka disinilah akhir hidup bersama sebagai suami istri.  
Perceraian ialah sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran Islam apabila sudah ditempuh 
berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun 
harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang 
terjadi adalah perceraian. Perceraian di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1989 (selanjutnya disebut UUPA) dan pasal 115 KHI.6 
Putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena berbagai hal, antara lain karena 
terjadi talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya atau perceraian yang terjadi 
antara keduanya, atau sebab-sebab lain.7 Talak merupakan sesuatu yang diatur dan yang 
menjadi dasarnya adalah al-qur’an dan hadir serta ijma. Islam membolehkan talak, 
dimana talak tidak hanya sekali saja yang kemudian kedua terputus begitu saja 
selamanya, tidak demikian, namun memberlakukannya sampai beberapa kali.8 
Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan 
perkawinan itu istrinya tidak lagi halal bagi suaminya. Talak ba’in adalah talak yang 
memisahkan sama sekali hubungan suami istri. Sedangkan talak raj’i adalah talak 
dimana suami masih masih mempunyai hak untuk rujuk kembali kepada istrinya, setelah 
talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli. 
Perceraian dilakukan apabila  salah satu pihak suami atau istri mengajukan permohonan 
atau gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Setelah diperiksa dengan alasan yang cukup 
maka majelis Hakim akan mengabulkan permohonan atau gugatan cerai tersebut. Setelah 
bercerainya pasangan suami istri, maka berakibat terhadap tiga hal, pertama yaitu 
putusnya ikatan suami istri, kedua pembagian gono-gini (harta bersama), dan yang 
                                                   
6Lya Listiana, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Makassar Mengenai 
Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan 
Nomor:1529/Pdt.G/2011/PA.Mks), Skripsi (Makassar: UNHAS, 2013), h.3-4. 
7Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Cet. V; Depok: Rajawali 
Press, 2018), h.229. 
8Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, Fikih II (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 4.  
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ketiga (Hadhanah) pemeliharaan anak.Terkait dengan akibat perceraian tersebut, para 
pihak dapat mengajukan permohonan putusan pembagian harta dan pemeliharaan anak 
(Hadhanah) bersama dengan permohonan cerai, atau dapat pula mengajukan 
permohonan sendiri-sendiri secara terpisah (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama). 
Para ulama fiqih mendefinisikan Hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak 
yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum 
mumayyiz, menyediakan sesuatu barang yang menjadikan kebaikannya, menjaganya 
dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya, 
agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.9  
Kewajiban membiayai anak yang masih kecil berlaku selama ayah dan ibu masih terikat 
tali perkawinan dan juga setelah terjadinya perceraian. Namun dalam prakteknya sering 
kali ayah ternyata tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan wanprestasi terhadap 
putusan pengadilan, Dalam keadaan demikian ibu dapat mengajukan gugatan 
pemenuhan kewajiban pemberian biaya pemeliharaan anak tersebut ke Pengadilan. 
Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban atau lalai terhadap apa yang telah 
disepakati dalam perikatan.10  Dalam kasus seperti ini menurut Muh. Safri.T S.H.,M.H. 
gugatan hadhanah tersebut dimana seorang mantan istri mengajukan gugatan untuk 
memberikan nafkah kepada anaknya terhadap mantan suaminya tidak memberikan 
nafkah kepada anaknya yang belum mumayyiz. Dalam perkara gugatan nafkah hadhanah 
sebenarnya ada tiga hal yang harus dipenuhi, pertama mengenai Nafkah anak, kedua 
mengenai biaya pendidikan, dan ketiga mengenai biaya kesehatan.11. 
B. Metode Penelitian (Bold) 
Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan. Lokasi dan 
                                                   
9Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h 175-176. 
10Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 241. 
11Muh. Safri. T (28 tahun), Advokat, Wawancara, Makassar, 13 September 2019. 
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objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas1A. Adapun 
pendekatan penelitian yang digunakana ialah pendekatan penelitian secara syar’i dan 
pendekatan yuridis formal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan 
data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang 
dilakukan adalah dengan identifikasi data, reduksi kata, dan editing data. Dan untuk 
melakukan pengujian keabsahan data dan materi yang akan disajikan dilakukan dengan 
cara meningkatkan ketekunan, deskriktif dan komperatif. 
 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Sanksi yang diberikan terhadap Ayah yang melakukan Wanprestasi dalam 
Pemberian Nafkah Hadhanah  
M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa orang yang melalaikan kewajiban terhadap 
anaknya yaitu meliputi ketidakmampuan orang tua atau sama sekali tidak mungkin 
melaksanakan pengasuhan anak, hal tersebut bisa disebabkan karena dijatuhi 
hukuman penjara dalam waktu yang lama atau meninggal dunia, sedangkan 
berkelakuan buruk meliputi tingkah laku yang tidak baik sebagai seorang pengasuh 
anak.12 
Pada umumnya memang sang ayah menunaikan kewajiban memberi nafkah 
terhadap anaknya ketika masih terikat suatu perkawinan, akan tetapi setelah 
terjadinya perceraian tidak lagi bahkan melalaikan kewajibannya, karena diantara 
mereka saling membenci. Dan karena rasa kebencian itulah menyebabkan anak 
yang menjadi korbannya, dan berimbas tidak lagi memberikan nafkah. Dengan 
alasan bahwa itu bukan lagi menjadi tanggungjawabnya.  
                                                   
12Auliah Muthiah, Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Keluarga) (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 
Baru Press, 2017), h. 127-128. 
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Jika pada kenyataannya si ayah tidak melaksanakan isi putusan tersebut, maka sita 
eksekusi akan dilakukan. Tetapi jika tidak ada laporan mengenai kelalaian ayah atas 
pemberian nafkah terhadap anak, maka hal tersebut dianggap berjalan semestinya 
artinya putusan Pengadilan dijalankan oleh sang ayah. 
Dalam prakteknya pelaksanaan eksekusi ini pun sulit dilakukan, makanya hakim 
biasanya memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus dalam memutus suatu 
perkara.  
Apabila terbukti orang tua melalaikan tanggungjawabnya terhadap anaknya yang 
dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan sang anak terhambat, maka 
kuasa asuhnya dapat dicabut sebagai orang tua terhadap anaknya. Tetapi 
pencabutan tersebut sama sekali tidak menghapuskan sebagaimna kewajiban orang 
tua yang bersangkutan terhadap anaknya untuk membiayai dan menafkahi serta 
memelihara dan mendidik anak tersebut.  
Menurut Drs. Muhammad Thamrin A.,M.H selaku Hakim Madya Muda di 
Pengadilan Agama Makassar perkara hadhanah mempunyai nilai kekuatan 
eksekutorial. Jadi apabila tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut maka dapat 
dilaksanakan eksekusi, yaitu jurusita mendatangi rumah tergugat untuk 
mengeksekusi barang yang senilai apabila tergugat tidak menyerahkan hartanya 
dalam bentuk uang. Akan tetapi biasanya hal ini diselesaikan secara kekeluargaan. 
Apabila tergugat tetap tidak mau memberikan nafkah, maka putusan tersebut dapat 
diperlihatkan kepada bendahara tempat dimana tergugat bekerja. Dan untuk setelah 
adanya putusan tidak ada pengawasan atau control khusus lagi terhadap para 
pihak.13 
2. Pelaksanaan Tanggungjawab Ayah terhadap Anaknya setelah Terjadinya 
Perceraian di Pengadilan Agama Makasaar Kelas 1A 
                                                   
13Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. (54 Tahun), Hakim Madya Muda, Wawancara, Makassar, 20 
November 2019. 
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Setelah adanya perceraian ada beberapa hal yang menjadi kewajiban suami yaitu 
salah satunya memberi mut’ah (pemberian suami kepada istri yang diberikannya 
sebagai suatu kompensasi). Serta pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah.  
Pada dasarnya Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah tanggungjawab orang tua 
(ayah dan ibu). Hadhanah dalam hal ini meliputi berbagai hal, mulai dari masalah 
pendidikan, ekonomi, dan segala sesuatunya menjadi kebutuhan pokok dari si anak.  
Di dalam perkara hadhanah unsur pemeliharaan dan pembiayaan anak ini saling 
berkaitan satu sama lain. 
Menurut Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. selaku Hakim Madya Muda di 
Pengadilan Agama Makassar yang memutus perkara tersebut, biasanya ayah tidak 
memberikan hadhanah kepada anaknya dengan alasan bahwa ayah sudah 
memberikan sumber kehidupan seperti ruko atau rumah, Dan hal tersebut mereka 
anggap sebagai nafkah yang diberikan terhadap sang anak. Alasan lain sang ayah 
tidak memberikan nafkah yaitu penghasilan yang rendah atau telah memiliki 
keluarga baru, dan ada juga yang memberi alasan bahwa sang ayah tidak diberi 
kesempatan untuk bertemu anaknya.14 
3. Upaya Hakim sebagai Langkah Preventif untuk Mencegah Terjadinya 
Wanprestasi Hadhanah dalam Perkara Cerai Talak Studi Putusan Pengadilan 
Agama Makassar Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Mks  
Mengenai Pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak megenai gugatan 
Hadhanah, hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan gugatan dan bukti surat 
saksi yang diajukan. Pengadilan Agama tersebut, telah mempelajari surat-surat 
yang berkaitan dengan perkara ini, telah mendengar keterangan 
permohonanKonvensi/ tergugat Rekonvensi dan termohon Konvensi/ Penggugat 
Rekonvensi dan telah memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang.  
                                                   
14Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. (54 Tahun), Hakim Madya Muda, Wawancara, Makassar, 20 
November 2019. 
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Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa: bilamana 
perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya 
hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.15 Hadhanah 
lebih ditekankan kepada ibunya sedangkan kewajiban menafkahi anak ditekankan 
kepada ayahnya. Akan tetapi jika anak tersebut sudah dewasa maka dia memilih 
untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Kewajiban menafkahi anak yang masih 
kecil tidak hanya berlaku selama ayah dan ibu terikat tali perkawinan tetapi juga 
setelah terjadinya perceraian. 
Perkara putusan Nomor: 409/Pdt.G/2019/PA.Mks sesuai dengan pokok dari 
permasalahan yang diangkat yaitu mengenai pemberian Hadhanah pasca putusnya 
perkawinan, pada perkara ini yang terjadi mengenai nafkah anak yang dibebankan 
kepada mantan suami dan hadhanah dibebankan kepada mantan istrinya. Pada 
perkara ini seorang ayah tidak menjalankan kewajibannya sesuai putusan yang 
ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar.16 
Menurut Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. selaku Hakim Madya Muda di 
Pengadilan Agama Makassar apabila dalam perkara Hadhanah tersebut sang ayah 
tidak melaksanakan kewajibannya atau lalai terhadap tanggungjawabnya sebagai 
seorang ayah kepada anaknya, maka upaya yang dilakukan atau langkah preventif 
yang paling baik dilakukan ialah adanya denda yang diberikan kepada ayah yang 
lalai dari tanggungjawabnya dan tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama 
Makassar, dan langkah ini dianggap sebagai langkah yang paling tepat dan 
efektif.17 
D.  Kesimpulan 
                                                   
15Kompilasi Hukum Islam, (Cet, IV; Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 44.  
16Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Mks 
17Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. (54 Tahun), Hakim Madya Muda, Wawancara, Makassar, 20 
November 2019. 
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Adapun Sanksi yang diberikan menurut hakim yang memutus perkara tersebut ialah 
dilaksanakannya eksekusi. Akan tetapi biasanya diselesaikan secara kekeluargaan. 
Pelaksanaan tanggungjawab ayah setelah putusnya perceraian dilaksanakan akan tetapi 
tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tidak mencukupi 
kebutuhan sang anak dengan alasan karena telah memberikan rumah dan lain-lain. 
Sebagai hakim di Pengadilan Agama Makassar dalam memutus perkara mengenai 
Hadhanah untuk mencegah terjadinya wanprestasi upaya pencegahan yang 
dilakukannya ialah memberikan denda kepada ayah yang tidak melaksanakan 
tanggungjawabnya sebagai ayah terhadap anaknya dan tidak melaksanakan putusan 
Pengadilan Agama Makassar. 
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